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ABSTRAK 

 

Penelitian ini meneliti tentang salah satu kedukan anak yang lahir dari 

perkawinan sedarah, dalam hal ini putusan pengadilan yang menjadi wujud akhir dari 

pembatalan perkawinannya. Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang 

melahirkan anak itu, atau dengan kata lain adalah hasil terjadinya hubungan lahir 

bathin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menjadi orang tua.. Anak 

yang dilahirkan dari perzinaan atau persetubuhan diluar perkawinan tidah sah, tidak 

dapat diakui. Tetapi apabila oleh suatu larangan kawin antara seorang laki-laki dan 

perempuan karena terdapat tali kekeluargaan yang dekat maka mengenai pengakuan 

dari kedua belah pihak terhadap anak mereka hanya dapat dilakukan secara dengan 

surat kawin antara keduanya diharuskan sepanjang di izinkan oleh pemerintah agar 

dapat mengakui anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah serta pembatalan 

perkawinannya pada putusan pengadilan agama nomor 24/Pdt.sus/2021/PA pyh. 

Penelitian yang dilakukan adalah  penelitian hukum normative dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatifnyang diambil dari data sekunder dengan mengolah data 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan menyatakan peristiwa pembatalan perkawinan yang 

diakibatkan oleh hubungan sedarah antara kedua belah pihak yang dilarang oleh hukum 

perkawinan dan kompilasi hukum islam, akan tetapi seharusnya perempuan yang 

menjadi ibu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah mendapatkan 

perlindungan hukum apabila melakukan perkawinan sedarah 

 Kata kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Sedarah, Pembatalan Perkawinan 
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PERKAWINAN SEDARAH SERTA PEMBATALAN 

PERKAWINANNYA (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA 

pyh). Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan umat yakni nabi 

besar Muhammad SAW. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah 
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dan Ayani Murti yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih 

sayang, mendidik serta membimbing penulis menjadi anak yang baik, dan 

mendo‟akan yang terbaik untuk penulis. Selanjutnya terimakasih penulis 

ucapkan kepada saudara-saudara penulis yaitu Suci Purnama dan Jemi 

Permana yang telah memberi semangat mengerjakan skripsi hingga selesai 

serta memberikan banyak masukan kepada penulis. 

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Benni Rusli, 

SH.MH., sebagai pembimbing I dan Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., 
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memberikan bimbingan, memotivasi, memberikan arahan, dan saran-saran 

yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

Dikesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 

yang terhormat:  

1. Bapak Dr.Wendra Yunaldi,SH.MH, Dekan Fakultas 
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Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Barat . 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum cukup sempurna, 

disetiap manusia selalu ada salah dan khilafnya, maka dari itu penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil 

dan dapat menambah wawasan pembaca, serta menjadi masukan untuk 

membuat skripsi sesuai topik nantinya. Sekian terimakasih.  

 

Bukittinggi, 04 Agustus 2022 

 Penulis, 

 

 

 Delvia Fatma 

NPM: 18.1000.274201.127 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia akan melewati tiga peristiwa hidup yang 

penting yaitu kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Namun, kadang 

ada juga manusia yang hanya melewati dua peristiwa penting yaitu 

kelahiran dan kematian. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan 

kelahiran anak. Anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada 

sepasang manusia yang biasa disebut orang tua. Oleh karena itu, sudah 

kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, memenuhi 

kebutuhan dan memperhatikan perkembangan anak agar anak dapat 

tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan lingkungan masyarakat. Jalinan 

hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah 

konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surat an-Nisa‟ ayat 

1 yaitu : 

ٌْهُوَ ا  ٌْهَا سَوْجَهَا وَبثََّ هِ حِدةٍَ وَخَلقََ هِ ي ًَّفْسٍ وََٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلٌَّاسُ ٱتَّقىُا۟ رَبَّكُنُ ٱلَّذِي خَلَقكَُن هِّ يََٰ

َ كَاىَ  عَليَْكُنْ رَقيِباً َ ٱلَّذِي تسََآَٰءَلىُىَ بهِۦِ وَٱلْْرَْحَامَ ۚ إِىَّ ٱللََّّ  رِجَالًً كَثيِزًا وًَسَِآَٰءً ۚ وَٱتَّقىُا۟ ٱللََّّ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
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Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” 

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia, baik 

laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses  

mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam 

hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini 

diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis. 

Allah SWT juga menciptakan manusia dengan berpasangan untuk  

melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak 

akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Ha ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Yasin: 36. 

يَ  َـٰ جَ  خَلقََ  ٱلَّذِي سُبْحَ ا كُلَّهَا ٱلْْسَْوََٰ بتُِ  هِوَّ ٌۢ ا وَهِيْ  ٱلْْرَْضُ  تُ  يعَْلوَُىىَ  لًَ  أًَفسُِهِنْ  وَهِوَّ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” 

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan 

dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun 

diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk 

lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki 

belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami.
1
 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika ,2006, hlm.7. 
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Anak bagi keluarga bertujuan untuk meneruskan keturunan 

keluarga. Seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa 

anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin.Anak sah 

adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan memiliki 

hubungan keperdataan yang sempurna dengan ayah dan ibunya. Yang 

mana berarti bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan 

ayah dan ibunya baik untuk kebutuhan hidup sampai dengan 

warisan.Sedangkan anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar 

perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak 

ibu.Yang mana berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata 

dengan pihak ayahnya baik kebutuhan hidup sampai dengan warisan.
2
 

Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang perkawinan yang 

ada adalah suatu perkawinan yang dilarang antara dua orang yaitu pertama 

adalah berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 

ke atas dan yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 

tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

                                                           
2
 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Indonesia-Arab,Arab Indonesia, Jakarta:Wacana 

Indonesia Press ,2008 ,hlm.306. 
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sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Bila defenisi tersebut diatas kita telaah, maka terdapatlah lima 

unsur didalamnya yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita, Sebagai suami istri, Membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal, Berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa. Maksud lahir 

batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja  

atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan 

lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya 

hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama sebagai suami istri. 

Maksud antara seorang pria dan seorang wanita ialah suatu ikatan 

perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. 

Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama 

bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah 

mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau 

seorang wanita dengan seorang wanita, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami. 

Maksud sebagai suami istri artinya ialah kapankah ikatan atau persekutuan 

antara seorang pria dengan seorang wanita dalam dipandang sebagai suami 

                                                           
3
 Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Perkwinan Beserta Peraturan Perkawinan 

Khusus Untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kejaksaan,Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:Sinar 

Grafika,2000,hlm.1. 
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istri yaitu apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang 

sah. 

Maksud lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup 

dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus 

terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan 

mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang 

wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Maksud antara seorang 

pria dan seorang wanita ialah suatu ikatan perkawinan hanya boleh terjadi 

antara seorang pria dan seorang wanita.Dengan demikian, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan 

selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara 

seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang 

wanita, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur 

kedua ini terkandung asas monogami.
4
 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal, yang dimaksud dengan keluarga disini ialah 

kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak- anak yang merupakan sendi 

dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya, Hubungan 

antara manusia laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu 

perkawinan, belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak 

dari peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.
5
 

                                                           
4
 H.S.A Alhamdani,  Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 

1989, h lm.15. 
5
 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bandung:Citra Aditya, 2008, hlm.27. 
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Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh 

Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyh. Dalam putusan tersebut adanya 

pembatalan perkawinan kita sebut Termohon I (suami) dan Termohon II 

(istri), dan yang mengajukan permohonan disebut Pemohon (ibu kandung 

Termohon I dan Termohon II). Dalam putusan tersebut menceritakan 

bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk 

membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II, dengan 

alasan bahwa termohon I dan Termohon II merupakan saudara kandung 

yaitu saudara seibu. 

Padahal dari hasil perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah 

memiliki 1 orang anak, sementara untuk perlindungan anak tersebut 

dibutuhkan apabila terkait dengan nafkah dan seterusnya. Maka Pasal 28 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 

dalam ayat: 

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan 

mempunyai kekeuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut; 

b. Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali 

terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan 

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
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Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan 

tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan Perkawinan 

tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu 

perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan 

orang tuanya.
6
 

Perlu kiranya penulis melihat bagaimana hakekat sebenarnya status 

anak dalam hukum keperdataan serta hukum Islam akibat pembatalan 

perkawinan, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim menanggapi dan 

menyelesaikan masalah diatas.Sebagimana latar belakang di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’Kedudukan 

Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan 

Perkawinannya’’(Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh 

Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA Pyh). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan 

mengemukakan  rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah 

serta pembatalan perkawinannya? 

                                                           
6
 .Putusan Pengadilan Agama Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dari kasus perkawinan sedarah 

serta pembatalan perkawinanya? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga 

terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan 

jawaban dengan data yang konkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari 

perkawinan sedarah serta pembatalan perkawina nya. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dari kasus perkawinan 

sedarah serta pembatalan perkawinannya. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu 

sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan 

Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain: 

1. SecaraTeoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum perdata yaitu 

terkait kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah. 

 

PUSTAKA
Typewritten text
8



 

 
 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan 

pemikiran mengenai pemahaman terhadap kedudukan anak yang lahir 

dari perkawinan sedarah.  

E. Metode Penelitian  

 Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penulisan 

skripsi ini diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak metode 

penelitian yang dipergunakan terdiri atas: 

1. Sifat Penelitian 

Sifat yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat 

mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang 

diperoleh secara sistematis dan akurat tentang akibat hukum terhadap 

perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan sedarah.
7
 

2. Metode Pendekatan 

  Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Yuridis Normatif dikenal juga  sebagai penelitian kepustakaan yaitu 

penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan 
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karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari 

perpustakaan.
8
 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh 

melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari: 

1. Buku-buku, 

2. Peraturan Perundang-undangan, 

3. Artikel 

4. Putusan Pengadilan 

5. Jurnal, dan Internet 

b. Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d) Putusan Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.pyh 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, memiliki fungsi untuk memperkuat dan 

memberikan penjelasan seperti: 

a. Buku-buku kepustakaan termasuk juga pendapat sarjana 

b. Jurnal 

c. Skripsi 

d. Internet 

e. Literatur 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan non-hukum dengan memberikan    

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, misalnya: Koran,majalah, biografi dan ensiklopedia.
9
 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan. Dengan metode ini data di kumpulkan 

melalui mengumpulkan data dari studi dokumen dari putusan 

Pengadilan Agama  Payakumbuh Nomor: 24/Pid.sus/2021/PA pyh atau 

bahan pustaka dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-

buku, literature-literatur, peraturan perundang undangan serta artikel-

artikel penting dari media intenet dan erat kaitannya dengan pokok 

masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang 

kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan dalam tiga kelompok yaitu: 

a. Pengelompokan, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah 

untuk   dicari kapan diperlukan oleh peneliti (reduksi data). 

b. Coding, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah 

terkumpul. 

c. Editing, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

6. Analisis data 

  Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapan dan 

mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan 

menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada 

hubungannya dengan judul yang dibahas.Kemudian dilakukan analisa 

secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik 

suatu kesimpulan.
10

 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat 

mengetahui cakupan kajian yang akan dibahas dalam penulisan hukum. 

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan 

dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan 
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memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 

4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB   I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab yang berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian sistematika tentang 

tinjauan umum tentang perkawinan,tinjauan umum 

tentang perkawinan sedarah, kedudukan anak, 

serta pembatalan perkawinan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah 

dari kedudukan anak yang lahir dari perkawinan 

sedarah serta pembatalan perkawinannya dan 

pertimbangan hakim dari kasus perkawinan 

sedarah serta pembatalan perkawinannya. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang kedudukan anak yang lahir dan 
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perkawinan sedarah serta pembatalan 

perkawinannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir untuk hidup 

berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan 

salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera 

melaksanakannya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
11

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian 

suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan 

hubungan menjadi hubungan yang halal dengan mengikat janji untuk 

hubungan yang halal dan siap membangun rumah tangga.
12
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Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum perkawinan 

islam, perkawinan yang disebut „‟nikah‟‟ berarti melakukan suatu akad 

atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah 

pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkelurga yang diliputi rasa kasih 

saying dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. 

13
 

Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang perkawinan yang 

ada adalah suatu perkawinan yang dilarang antara dua orang yaitu pertama 

adalah berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 

ke atas dan yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 

tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14

 

2. Dasar hukum perkawinan 

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak 
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membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat 

diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraaan rakyatnya dengan memberikan hak kepada 

setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti 

mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang 

mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut 

merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.  

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar 

Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan 

Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengenai perngertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : 

Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15

 

3. Tujuan perkawinan 

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki 

tujuan yang mulia. Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan 

wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar 
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mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara 

kelangsungan kehidupan manusia dan keturunan yang sehat mendirikan 

kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan 

isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan 

bersama. 

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :  

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.  

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih saying nya.  

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan 

dan kerusakan.  

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 

menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-

sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.  

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

f. tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
16

 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
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bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan 

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan 

tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. 
17

 

4. Rukun dan syarat-syarat perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan 

tidak sahnya suatu ibadah perkawinan, Pada dasarnya untuk 

melangsungkan suatu perkawinan harus ada  Rukun perkawinan yaitu: 

a. Pengantin Lelaki (suami) 

b. Pengantin Perempuan (isteri) 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan Kabul
18
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Dalam melangsungkan suatu perkawinan, Adapun syarat-syarat 

yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 

6-12 sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 

b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai 

yang belum berusia 21 tahun. 

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 

usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. 

d. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 

usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. 

e. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 

tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh 

kawin. 

f. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. 

g. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu 

samalain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan 

kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk 

ketiga kalinya Tidak berada dalam waktu tunggu bagi 

calon mempelai wanita yang janda.
19
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5. Asas Asas Perkawinan 

Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari al-

Qur‟an dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau 

kaidah hukum, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

b. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai 

kesejahteraan spritual dan material. 

c. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus 

dicatat oleh petugas yang berwenang. 

d. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil 

terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri 

saja. 

e. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat 

melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga 

tidak berpikir kepada perceraian. 

f. Asas mempersulit terjadinya perceraian. 

g. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. 
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Oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyarahkan 

dan diputuskan bersama oleh suami oleh istri. 

h. Asas pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan mempermudah 

mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan 

perkawinan. 

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-

lamanya sampai meninggal dunia dari seorang suami istri. Inilah yang 

sebenarnya dikehendaki agama islam, namun dalam keadaan tertentu 

terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti bila 

hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan 

terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai 

langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan 

putusnya suatu perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi 

dirinya maupun pasangan hidupnya. 

Putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara 

keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, 

salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak 

ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang 

bersengkutan sudah meninggal dunia, serta adanya pembatalan 

perkawinan dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat 

dalam perkawinan.
20
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6. Larangan dalam perkawinan 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

mengenai larangan perkawinan hal itu diungkapkan sebagai berikut : 

a. Pasal 8 : Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

maupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan 

saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 

2) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

3) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, 

saudara susuan, dan bibi/paman susuan. 

4) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemanekan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang. 

5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang kawin. 

b. Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 

lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada 

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. 

Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu 

dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara 
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mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. Dengan adanya larangan tersebut 

menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak 

memenuhi syarat-syarat perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 22 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan maka 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
21

 

Selain itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

terdapat ketentuan mengenai Pembatalan dan Pencegahan.Maksudnya 

pembatalan perkawinan terjadi setelah suatu perkawinan berlangsung, 

sedangkan pencegahan perkawinan terjadi sebelum suatu perkawinan 

berlangsung. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan 

yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, 

akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Akan 

tetapi dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan dalam ayat: 

a. Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 
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1) Anak-anak  yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. 

2) Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali 

terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan 

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan 

tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukumtetap.Adapun hikmah 

dilarangnya pernikahan sedarah bertujuan untuk Memperluas hubungan 

kekerabatan sebagaimana meluasnya lingkup kasih sayang manusia, 

Membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita tidak selalu 

karena nafsu seksual melainkan rasa cinta dan kasih sayang terutama pada 

keluarganya. Hal ini yang bisa menghindarkan manusia dari perbuatan 

kriminal seperti ayah yang menghamili anaknya sendiri, Membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya yakni hewan, hal ini dikarenakan Islam 

membiasakan kaum pria agar dapat mengenal perasaan lain yang bukan 

didasari perasaan jantan dan betina saja sebagaimana perasaan pada 

hewan.
22

 

B.  Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah 

1. Pengertian Perkawinan Sedarah (Incest)  

Pengertian perkawinan sedarah (Incest) belum ditemukan di dalam 

literatur-literatur baik dalam literatur perkawinan, maupun literatur hukum. 

Dalam literatur-literatur hanya sering ditemukan pengertian incest atau 
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hubungan incest. Hubungan darah adalah hubungan antara 2 (dua) orang di 

mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau di mana keduanya berasal 

dari moyang yang sama, dalam arti mereka diturunkan dari moyang yang 

sama, demikian kata Pasal 290 KUHPerdata. Jadi hubungan darah semata-

mata didasarkan atas keturunan. Karena sebagaimana sudah dikatakan di 

atas, keturunan itu ada yang sah dan ada yang tidak sah atau disebut juga 

anak sah dan anak luar kawin, maka hubungan darah juga ada yang sah 

dan tidak sah. 

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama 

maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak 

peraturanperaturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. 

Larangan adanya perkawinan sedarah diatur di dalam Hukum Islam pada 

QS. AnNisa ayat 23 yang secara tegas menyatakan: “Diharamkan atas 

kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan, saudara-suadara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

lak; anak-anak perempuan dri saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-

ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 

istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang 

dalam pemelihaaraanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) istri-istri 

anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 
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pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau, Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia, hal ini 

tertuang di dalam Pasal 8 yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang 

yang: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 

ke atas. 

b.  Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

d.  Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oeh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang kawin.  

Apabila perkawinan diatas dilakukan, maka perkawinan itu 

menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan 

berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena 
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perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari 

pada menguntungkan.
23

 

2. Akibat Perkawinan Sedarah  

Perkawinan sedarah begitu sangat ditentang baik oleh masyarakat, 

ulama-ulama, hingga para pakar hukum, sebab perkawinan sedarah 

memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan 

tersebut kedepannya. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang 

masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki 

risiko 1.7–2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan 

genetik. Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit 

untuk 53 mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk 

orangtua pada anak-anaknya kelak. 

Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian 

sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. 

Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko 4 persen ada 

pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. Kondisi 

genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah gangguan 

resesif langka yang bisa menyebabkkan berbagai macam masalah, seperti 

kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi neurodegenerative. The 

Latin American Collaborative Study of Congenital Malformation 

menemukan bahwa pada perkawinan antara mereka yang memiliki 
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hubungan darah ditemukan keturunan dengan kelainan kongenital seperti 

hidrosefalus, bibir sumbing, polidaktili (jumlah jari kaki dan atau tangan 

yang lebih banyak dari normal), kelainan kongenital pada jantung.24
 

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan 

1. Pengertian anak 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 

memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, 

selaras dan seimbang. 

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun 

perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang 

berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah 

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Menurut ketentuan pasal 330 

KUHperdata anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Pengertian Anak menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
25
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2. Kedudukan anak 

Berdasarkaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Anak terlantar, adalah anak yang tidak terpenuhi 

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial. 

b. Anak penyandang disabilitas, adalah anak yang memilki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak. 

c. Anak yang memiliki keunggulan, adalah anak yang 

mempunyai kecerdasan luar biasa atau memilki potensi 

dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan 

intelektual, tetapi juga pada bidang lain. 

d. Anak angkat, adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, 

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam 
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lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan. 

e. Anak asuh, adalah yang diasuh oleh seseorang atau 

Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharan, 

perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya 

atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar.
26

 

3. Pembagian Status anak 

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan 

idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu 

demikian, banyak fakta yang menunjukan bahwa orang tua rela 

membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi 

keluarganya.Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukan adanya 

hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: 

a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan 

diatur dalam peraturan pemerintah. 
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Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang 

terminology anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain 

sebagai berikut: 

„‟Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menyatakan bahwa, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan 

yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya 

melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi.Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi 

Persyarikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh danberkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan‟‟. 

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak hanya 

berlaku pada saat kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan, 

namun setelah terjadi perceraian diantara mereka, maka perceraian itu 

tidak mengecualikan si ayah maupun si ibu dari kewajibannya untuk 

memberikan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam 

syari‟at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

a. Anak Syar’i yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara 

hukum) dengan orang tualaki-lakinya. 
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b. Anak Tabi’i yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan orang tua laki-lakinya.
27

 

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian  status anak dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yakni: 

a. Anak Kandung 

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertianya 

adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibudan 

bapaknya.Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagaiakibat perkawinan yang sah. Anak 

yang  sah  mempunyai  kedudukan  tertentu  terhadap keluarganya, orang 

tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang 

cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau 

sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan 

tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus 

keturunanya. 

b. Anak angkat 

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.Dengan adanya 

pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan 
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berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua 

angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam 

hubungan muhrim. 

c. Anak tiri 

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan 

terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah 

pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinanya. Anak itu 

tetap berada pada tanggung jawab Orang tuanya, apabila didalam suatu 

perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur 

(belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih 

mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan 

itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.  

d. Anak piara/asuh 

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak  tersebut  diatas,  karena    

mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan 

hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari 

maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang 

hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan 

tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Sehingga dengan 

demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak 
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mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya 

melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat
28

. 

Dalam perkawinan anak dapat dikelompokan berdasarkan status 

dan kedudukannya dihadapan hukum, yaitu : 

Anaksah, Dalam pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa Anak sah 

itu adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan 

memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa: 

a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. 

b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Anak zina, artinya anak yang lahir dari hubungan suami istri yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana 

salah satu atau kedunya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. 

Anak sumbang ,yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk 

melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, 

hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya. 
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Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput 

dari perhatian pemerintah. Semakin kompleksnya permasalahan anak 

menuntut pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, salah satunya tercermin dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dibentuk guna melindungi 

anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya. 

Dalam Islam yang dipandang sebagai anak sah ialah: 

a. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung 

sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami 

ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya. 

b. Seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad 

nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya. 

c. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, 

jika lahir: 

1) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan arab) 

dalamsyi‟ah. 

2) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi. 

3) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafii atau 

Maliki. 

Jika kita bandingkan dengan ketentuan pasal 250 KUH Perdata yang 

berbunyi: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang 

perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya” maka substansi 
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pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan pasal 

250 KUH Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya 

pada hubungan kebapakan, hal ini dapat dilihat dari kalimat terkahir yang 

berbunyi “memperoleh si suami sebagai bapaknya.
29

 

4. Hak hak anak 

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, 

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah hak-hak 

anak Menurut Undang-Undang yaitu: 

a. Berhak atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan, dan Bimbingan 

b.  Anak Berhak atas Pelayanan 

c.  Anak Berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan 

d. Hak-hak Anak terhadap Lingkungan Hidup 

e. Mendapat Pertolongan Pertama 

f. Hak Anak Memperolah Asuhan dari Negara 

g.  Memperoleh Bantuan Ekonomi. 

h. Berhak untuk Tumbuh dan Berkembang 

i. Berhak Memperoleh Identitas 

j.  Beribadah Menurut Agamanya 

k.  Mengetahui Orang Tuanya 

l. Diasuh atau Diangkat Orang Lain 
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m. Memperoleh Pelayanan Kesehatan 

n. Memperoleh Pendidikan 

o.  Perlindungan di Satuan Pendidikan 

p. Mendapat Pendidikan Khusus 

q. Pengembangan Diri 

r. Beristirahat, Bermain, dan Berkreasi 

s.  Memperoleh Rehabilitasi 

t.  Mendapat Perlindungan 

u. Diasuh oleh Orang Tua Sendiri 

v. Bertemu Orang Tua 

w. Memperoleh Perlindungan dari Kegiatan Politik dan Kejahatan 

x. Berhak tidak Dianiaya dan Disiksa 

y. Memperoleh Kebebasan
30

 

D. Tinjuan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan 

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan  

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya 

kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, 

bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak 

menentukan lain. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti 
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sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya 

pelanggaran terhadap aturanaturan tertentu. Pada prinsipnya suatu 

perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum adanya pembatalan 

perkawinan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. 

2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan  

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 

dan 27 adalah:  

a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat  

Perkawinan yang tidak berwenang. 

b. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah . 

c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. 

d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum. 

e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri.  

Bila perkawinan yang dilakukan telah melakukan pelanggaran 

diatas, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Menurut Hukum Islam, 

alasan-alasan batalnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 71 KHI, 

yaitu:  

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
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2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria lain yang mafqud. 

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami 

lain. 

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . 

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oeh wali 

yang tidak berhak. 

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan Perkawinan  

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya 

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam 

Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu 

diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

istri. 

b. Suami atau istri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 
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langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus.  

Pengertian Pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 23 bagian d tersebut ialah pejabat yang berwenang melakukan 

pencegahan perkawinan karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Islam, pihak-

pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah 

diatur dalam Pasal 73 KHI yaitu:  

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atau istri. 

2. Suami atau istri. 

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pekawinan 

menurut Undang-Undang. 

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 

6.
31
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 Anis, Khafizoh, Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika,  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan 

Perkawinannya 

1. Para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan sedarah  

Didalam kasus ini menjelaskan Para pihak yang mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah pemohon I dan pemohon II yang telah 

hidup bersama layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak 

bernama Zaki berumur 3 ½ tahun dengan keterangan saksi, adapun 

bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon kepada Majlis 

Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh diantaranya sebagai berikut: 

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, 

bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota 

Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi I, Kemudian saksi 

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi I ini 

memberikan keterangan yaitu bahwa saksi dengan pemohon 

merupakan kerabat yang tinggal satu kecamatan, mengetahui 

termohon II adalah anak kamdung dari pemohon dan juga pemohon I 

menurut keterangan yang diberikan oleh kepala desa, mengetahui 

termohon I yang lahir pada tanggal 13 November 1987, mengetahui 

bahwa termohon I dan termohon II sebelumnya sudah menikah secara 

sirri atau tidak sah sebelum menikah di Kantor Urusan Agama, 
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mengetahui pada saat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh 

KUA termohon I hanya terdiam. 

SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala 

Kelurahan bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota 

Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Kemudian saksi 

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi ini 

memberikan keterangan yaitu saksi kenal dengan pemohon karena 

pemohon merupakan warga kelurahan sedangkan saksi adalah kepala 

kelurahan, saksi mengetahui dan kenal dengan ayah termohon, 

termohon yang diketahui merupakan saudara kandung satu ayah oleh 

saksi dan mendapatkan laporan dari warga sekitar. 

SAKSI III, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota 

Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi III. Kemudian saksi 

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi terakhir 

memberikan keterangan yaitu saksi kenal dengan pemohin karena 

pemohon sering dating ke rumah mertua salsi, saksi dengan pemohon 

tidak ada hubungan apa-apa tetapi saksi lah yang menikahkan 

termohon I dan termohon II secara sirri. 

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksankan dengan 

melengkapi syarat dan rukunnya, Sebagaimana kelanjutannya maka 

ikatan perkawinan harus mempunyai kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang pasti sehingga masing-masing tidak boleh mundur dan 
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akad tersebut kecuali oleh hal-hal yang secara hukum dapat 

dibenarkan. Demikian pula dengan akad nikah yang dikatakan sah 

apabila dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukun nikah. 

Akad nikah yah sah mempunyai kekuatan hukum disamping beberapa 

akibat hukum sebagai konsekwensi dari keabsahan tersebut antara 

lain halnya bergaul suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada 

istri, saling mewarisi, dan jika punya keturunan makan keturunan 

tersebut berhak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan atau 

anak yang sah.  

Dari persoalan kasus ini, Hukum positif tentang perkawinan 

yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan 

ketentuan-ketentuan tentang pembatalann perkawinan. Para pihak 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam 

BW yaitu orang yang karena perkawinan lebih dulu telah terikat 

dengan salah satu dari suami istri, oleh suami istri itu sendiri, oleh 

para pihak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala 

mereka yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut. 

Dalam hal ini pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri 

b. Suami dan istri dari perkawinan yang mempunyai ikatan 

kekeluargaan. 
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2. Kronologis atau duduk perkara dari perkawinan sedarah  

Sebelumnya Termohon I dan Termohon II telah melangsung 

perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Kutipan 

Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. 

Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan 

Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri 

kos di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh selama 

perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah 

dikaruniai 1 orang anak bernama : ZAKI, umur 3 1/2 tahun. Setelah 

beberapa lama menjalin hubungan rumah tangga maka keduanya 

mengetahui bahwa mereka merupakan saudara kandung sedarah yang 

diberitahukan oleh para saksi. Karena hal ini sudah terjadi maka 

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembatalan perkawinan 

dikarenakan mereka mempunyai hubungan sedarah atau senasab yang 

tidak sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Dalam 

membatalkan perkawinan ini para Pemohon mendatangkan saksi 

yang benar benar tau dengan masalah yang terjadi. 

Dengan batalnya suatu perkawinan maka terdapat akibat 

hukum yang ditimbulkan begitu juga dengan putusnya hubungan 

perkawinan yang lain terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari 

pemutusan perkawinan sedarah. Perkawinan yang dibatalkan karena 

mempunyai hubungan sedarah dapat berakibat hukum berupa tidak 
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adanya ikatan perkawinan lagi diantara kedua belah pihak untuk 

selamanya, begitu juga berakibat pada status anak yang dilahirkan 

dari perkawinan tersebut. 

Masalah pembatalan perkawinan tercantum dalam rumusan 

pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula 

halnya dengan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena 

diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut terjadi karena suami dan 

istri ternyata mempunyai hubungan darah. Pada kenyataan yang 

terjadi perkawinan sedarah yang telah dilakukan dianggap tidak 

pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka 

tersebut dilarang oleh hukum dan agama. Dalam pasal 28 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan 

tentang batalnya suatu perkawinan yaitu disebutkan dalam ayat 2: 

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku 

sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, 

kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan 
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perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 

yang lebih dahulu; 

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a 

dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 

kekuatan tetap. 

Pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 sampai 38 

peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 

Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan. Syarat-syarat tersebuta adalah:  

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. 

2. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus 

mendapat ijin dari kedua orang tuanya  atau wali. 

3. Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun dan calon 

isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

4. Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang 

untuk kawin denganya . 
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5. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

ataupun ke atas. 

6. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

7. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/paman susuan. 

8. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristeri lebih 

dari seorang. 

9. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 

3. Tanggapan dari pemohon 

Tanggapan dari pemohon adalah  awalnya terdiam atas 

pembacaan putusan yang telah diperoleh dan sangat tidak menyangka 

akan terjadi hal seperti ini yang membuat mereka harus menanggung 

malu atas perbuatan yang telah dilakukan serta anak yang mereka 

peroleh dari hasil perkawinan menjadi anak yang statusnya tidak jelas 

serta menjadi perbincangan dalam masyarakat. Dari sinilah timbul 

permasalah bagaimana jika anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 

dibatalkan disebabkan karena terdapat hubungan sedarah antara kedua 

orang tuanya, dari perkawinan sedarah ini kedudukan anak sesuai 

makna anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 28 dan 
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Kompilasin Hukum Islam pasal 99 poin a adalah merupakan anak 

tidak sah karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang 

tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam.  

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang 

tidak sah, tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung 

dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya 

sebagai anak sah serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang 

dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Dengan 

demikian, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang 

sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak 

tersebut berdasarkan pada perkawinan  yang tidak sah dan terlarang, 

akan tetapi beda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana 

tanpa mengetahui adanya hubungan sedarah dan sesusuan di antara 

kedua pihak maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan 

sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara 

keduanya, maka status hukumnya menjadi sah sebab pada mata agama 

dan hukum perundang-undangan meskipun dikemudian hari diketahui 

bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang 

tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan 

tetapi status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap 

dinyatakan sah. 
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4. Amar Putusan  

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka hakim 

memberikan pertimbangan yang berbunyi: 

a. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung 

Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan 

nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 

b. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut 

didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada 

tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II 

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Kutipan Akta Nikah 

Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan 

setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I 

dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana 

layaknya suami istri kos di Kecamatan Payakumbuh Barat, 

Kota Payakumbuh, dan selama perkawinan tersebut antara 

Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang 

anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan 

Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Payakumbuh Barat 

Kota Payakumbuh Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 
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13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara 

Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat 

larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan 

perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II 

tersebut ada hubungan saudara kandung seibu. 

c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti 

bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan 

nasab yaitu saudara kandung seibu. 

d. Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan 

pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; oleh 

karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon 

II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, 

Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 

Desember 2010, harus dibatalkan. 

5. Analisis terhadap kasus kedudukan anak yang lahir dari 

perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya 

Pembatalan perkawinan merupakan proses memutuskan suatu 

hubungan perkawinan antara suami dan istri. Batalnya suatu 

perkawinan adalah rusaknya hukum yang diterapkan terhadap suatu 
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perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang 

telah ditetapkan oleh syara‟ serta dilarang dan diharamkan oleh agama. 

Jadi secara umum batalnya suatu perkawinan tersebut adalah rusak 

atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu 

syarat atau rukun yang dilarang oleh agama seperti yang terjadi dalam 

kasus perkawinan sedarah diatas. Setelah melangsungkan perkawinan 

sirri setelah itu pada bulan agustus kemudian mereka menikah secara 

resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi di KUA lalu 

diberitakanlah kalau perkawinan mereka digugat oleh masyarakat 

karena perkawinannya sedarah. 

Berdasarkan bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan tersebut, artinya kedudukan anak tersebut tetap sebagai 

anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara itu 

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu 

perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak 

dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara 

kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib 

dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut 

tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang 

anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa 

dan sebaliknya anak tersebut juga memiki kewajiban terhadap kedua 
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orang tuanya Sedangkan menurut hukum islam perkawinan sedarah 

adalah pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan 

yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Mengenai 

penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para ulama fiqih sepakat 

bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama 

dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan 

sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan 

tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

selain itu pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa 

batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 

antara anak dengan orang tuanya , artinya anak tersebut tetap disebut 

sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut tetap 

memiliki hak atas kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak 

tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, sebagaimana 

layaknya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak sah pada 

umumnya. 

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agam 

Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon 

I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang 
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mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan 

Agama Payakumbuh, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibu 

kandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk 

perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah 

yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S an-Nisa (4):23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 

Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 

Kompilasi Hukum  Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan 

diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan 

Hukum Islam. 

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat 

hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan 

Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta 

nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat 

Termohon  I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap 

tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki 

dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya 

memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum 

mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena 

hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun 

agama. Dalam kasus lain jika terjadi pernikahan sedarah tetapi pihak 
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suami sama sekali tidak mengetahui (sampai akhir hayatnya) bahwa 

istrinya adalah anak kandungnya, untuk menentukan hukum Islam 

yang harus diterapkan, masih perlu digali lagi fakta, apakah sang istri 

juga tidak mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa sang suami 

adalah bapak kandungnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan 

adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II 

menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak 

pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang 

dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan 

perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan 

kedua orang tuanya, walupun kedua orang tuanya tidak mempunyai 

hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut 

tetap dianggap sah. Dengan demikan anak yang dilahirkan dari 

perkawinan sedarah tetap memilki hak yang sama dengan anak sah 

lainnya berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang berbunyi Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku 

surut terhadap : 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali 

terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan 

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahahu. 

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b 
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sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum 

keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap. 

B. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah Serta 

Pembatalan Perkawinannya 

1. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah 

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka hakim 

memberikan pertimbangan yang berbunyi: 

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu 

kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan 

pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi 

Hukum  Islam. 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut 

didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 

06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, 

Kota Payakumbuh Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 

tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan 

pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup 

bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan 

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan selama perkawinan 
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tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 

orang anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun 

berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan 

Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Nomor : 

470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui 

bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II 

tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk 

melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan 

Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI 

terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai 

hubungan nasab yaitu saudara kandung seibu. 

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud 

ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; 

oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon 

II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kutipan Akta 

Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus 

dibatalkan. 
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2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dari Perkawinan 

Sedarah 

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agam 

Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara 

Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan 

seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di 

lihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka 

kedudukan pemohon yang merupakan ibukandung dari Termohon 

I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang 

dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara 

seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa 

(4) : 23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan  yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 

22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d 

angka 1 Kompilasi Hukum  Islam. Oleh karena itu berdasarkan 

penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. 

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat 

hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan 

Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa 
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akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak 

mengikat Termohon  I dan Termohon II karena perkawinan 

tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah 

seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah 

menikah.Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan 

perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah 

melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka 

tersebut dilarang secara hukum maupun agama. 

Di dalam Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah 

tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan 

tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum 

jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.Perkawinan 

karena hubungan darah ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan 

zina, karena konsepnya berbeda dengan zina apalagi perkawinan 

antara saudara seibu tersebut karena ketidaktahuan dari para pihak 

itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat 

dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan 

Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara 

mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan 

status dari anak yang dilahirkan tersebut.Anak yang dilahirkan 

akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai 

hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walupun kedua 
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orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, 

sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.
32
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 

anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki 

keuanggulan, anak angkat serta anak asuh yang telah dijelaskann 

sebagaimana tentang kedudukan anak tersebut hingga menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar dan mendapatkan perlakuan yang 

sama dihadapan hukum. 

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dari kasus kedudukan anak dari  

perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya hakim 

memberikan pertimbangan bahwa pemohon dalam kedudukannya 

sebagai ibu kandung termohon I dan Termohon II mengajukan 

pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai 

dengan maksud pasal 23 huruf a Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 

jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 

B. Saran 

1. Hendaknya dalam kedudukan  anak yang lahir dari perkawinan sedarah 

serta pembatalan perkawinanya pengadilan harus lebih cermat melihat 

fakta hukum yang terjadi pada perkara tersebut, apakah terdapat unsur 

kekeliruan/ketidaktahuan terhadap kedua pihak yang bersangkutan 
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atau tidak, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 

tidak menimbulkan akibat hukum. Selain itu sangat diperlukan 

dibentuknya pengaturan hukum yang khusus mengatur masalah 

tersebut agar mendapat penjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut. 

2. Hendaknya dalam hal perlindungan hukum anak dari perkawinan 

sedarah akibat pembatalan perkawinan orang tua-nya pada putusan 

tersebut hakim harus memperhatikan mengenai persoalan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut, hakim harus melakukan 

penerobosan hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut mendapat perlindungan, Serta pemerintah membentuk 

peraturan khusus mengenai perkawinan sedarah ini, sehingga anak 

yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum 

yang  jelas. 
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